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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah terhadap kelayakan pariwisata halal
pada Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam
penerapan prinsip syariah pada pengelolaan kawasan wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan
wawancara secara langsung dengan pengelola wisata, pelaku usaha, pengunjung, pegawai Dinas
Pariwisata, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan Pantai Merpati. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi penerapan prinsip syariah dalam
pengelolaan pariwisata di Pantai Merpati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Merpati Kabupaten
Bulukumba memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata halal. Penerapan prinsip
syariah dapat dilihat dari adanya upaya pengelola dalam menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan
suasana wisata yang tertib dan nyaman, menyediakan fasilitas umum, serta adanya pelaku usaha yang
berupaya menyediakan makanan dan minuman yang layak dan halal bagi pengunjung. Keberadaan kawasan
wisata Pantai Merpati juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui berbagai
kegiatan usaha, terutama penjualan makanan, minuman, dan kebutuhan wisatawan. Namun, penerapan
prinsip syariah tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, antara lain
keterbatasan fasilitas pendukung bagi wisatawan Muslim, perlunya peningkatan pemahaman pelaku usaha
mengenai konsep pariwisata halal, serta masih rendahnya kesadaran sebagian pengunjung dalam menjaga
kebersihan dan ketertiban lingkungan wisata. Oleh karena itu, pengembangan Pantai Merpati sebagai
destinasi pariwisata halal memerlukan peningkatan fasilitas, pembinaan terhadap pelaku usaha,
pengawasan yang lebih baik, serta kerja sama antara pengelola, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah
daerah. Dengan upaya tersebut, Pantai Merpati berpotensi menjadi destinasi wisata yang mampu
memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim sekaligus mendukung peningkatan perekonomian
masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Pariwisata Halal, Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Sharia principles in relation to the feasibility of halal
tourism at Merpati Beach, Bulukumba Regency, and to identify the factors that hinder the implementation
of Sharia principles in the management of the tourist area. This study employed a qualitative research
method with a descriptive approach. Data were collected through direct observation and interviews with
tourism managers, business operators, visitors, employees of the Tourism Office, and local community
members around Merpati Beach. The collected data were analyzed descriptively to describe the
implementation of Sharia principles in tourism management at Merpati Beach. The results of the study
indicate that Merpati Beach, Bulukumba Regency, has potential to be developed as a halal tourism
destination. The implementation of Sharia principles can be observed through the efforts of tourism
managers to maintain environmental cleanliness, create an orderly and comfortable tourism atmosphere,
provide public facilities, and encourage business operators to provide proper and halal food and beverages
for visitors. The existence of Merpati Beach as a tourist destination also provides economic benefits to the
surrounding community through various business activities, particularly the sale of food, beverages, and
other tourist necessities. However, the implementation of Sharia principles has not yet been fully optimized
due to several challenges, including limited supporting facilities for Muslim tourists, the need to improve
business operators' understanding of halal tourism concepts, and the relatively low awareness of some
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visitors regarding environmental cleanliness and orderliness. Therefore, the development of Merpati Beach
as a halal tourism destination requires improved facilities, guidance for business operators, stronger
supervision, and cooperation among tourism managers, local communities, business operators, and the local
government. Through these efforts, Merpati Beach has the potential to develop into a tourism destination
that provides comfort for Muslim tourists while supporting the economic development of the surrounding
community.

Keywords: Sharia Principles, Halal Tourism, Merpati Beach, Bulukumba Regency.

PENDAHULUAN

Pariwisata syariah atau pariwisata halal merupakan bentuk kegiatan wisata yang
disesuaikan dengan nilai dan prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma’,
dan giyas. Penerapan prinsip syariah dalam pariwisata tidak hanya berkaitan dengan kehalalan
makanan dan minuman, tetapi juga mencakup akomodasi, aktivitas wisata, pelayanan, serta
transaksi keuangan. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim dalam
menjalankan ibadah, menjaga etika sosial, serta menghindari aktivitas yang bertentangan dengan
syariat. Dalam praktiknya, prinsip tersebut diwujudkan melalui penyediaan makanan halal, fasilitas
ibadah, arah kiblat, akomodasi yang bebas alkohol dan perjudian, serta aktivitas wisata yang tidak
mengandung unsur maksiat dan pornografi. Penerapan pariwisata syariah juga berkaitan dengan
magashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan
demikian, pariwisata syariah tidak hanya berorientasi pada kebutuhan religius, tetapi juga dapat
mendukung edukasi, kelestarian lingkungan, keharmonisan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Secara konsep, pariwisata halal merupakan jenis pariwisata yang dirancang untuk
memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim selama melakukan perjalanan dengan menyediakan
layanan, fasilitas, dan pengalaman yang sesuai dengan prinsip Islam. Pariwisata halal tidak terbatas
pada wisata religi atau kunjungan ke tempat ibadah, tetapi dapat mencakup wisata alam, budaya,
edukasi, maupun petualangan selama pengelolaannya tetap memperhatikan nilai-nilai syariah.
Perbedaannya dengan pariwisata konvensional terletak pada prinsip dan tata kelola layanan yang
memperhatikan kebutuhan keagamaan, seperti makanan halal, fasilitas salat, lingkungan yang
bersih dan aman, serta hiburan yang sesuai dengan norma Islam. Meskipun demikian, pariwisata
halal juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim karena pada dasarnya menawarkan
pengalaman wisata yang bersih, aman, etis, dan nyaman.

Pengelolaan pariwisata merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
dan pengawasan berbagai kegiatan wisata untuk menciptakan pengalaman yang optimal,
berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pengelolaan
tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal
melalui pendekatan community-based tourism. Selain itu, keberlanjutan menjadi prinsip penting
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya sebagai aset utama destinasi.
Pengelolaan pariwisata juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi melalui
pemanfaatan media digital dalam promosi, pelayanan, pemesanan, dan pengelolaan data
wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata syariah memerlukan pengelolaan yang
terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sertifikasi, partisipasi masyarakat,
pemanfaatan teknologi, serta penguatan regulasi dan fasilitas halal. Dengan pengelolaan yang baik,
pariwisata syariah dapat menjadi bagian dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif,
dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga nilai-nilai Islam.

Pariwisata syariah memiliki landasan yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta
peraturan hukum yang berlaku. Dalam Al-Qur’an, QS. Al-Bagarah ayat 172 menegaskan
pentingnya mengonsumsi rezeki yang baik dan halal serta bersyukur kepada Allah SWT. Sementara
QS. Al-A’raf ayat 31 mengajarkan manusia untuk menjaga kebersihan, menggunakan pakaian yang
baik, menikmati makanan dan minuman secara wajar, serta menghindari sikap berlebihan. Kedua
ayat tersebut menjadi dasar penting dalam penerapan prinsip halal, kebersihan, dan keseimbangan
dalam kegiatan pariwisata. Selain itu, hadis tentang niat menegaskan bahwa setiap perbuatan
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bergantung pada niatnya, sedangkan hadis mengenai perkara halal, haram, dan syubhat
mengajarkan umat Islam untuk menjauhi hal-hal yang meragukan agar agama dan kehormatan tetap
terjaga. Prinsip tersebut relevan dengan kegiatan wisata karena perjalanan tidak hanya bertujuan
memperoleh kesenangan, tetapi juga harus dilakukan sesuai dengan nilai dan etika Islam.

Secara hukum, pengembangan pariwisata syariah di Indonesia didukung oleh beberapa
regulasi. Salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan wisata sesuai ketentuan Islam, termasuk penyediaan makanan dan minuman halal,
akomodasi, serta aktivitas wisata yang tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, UU No. 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memberikan dasar hukum bagi pengembangan berbagai
bentuk pariwisata, termasuk wisata berbasis nilai agama dan budaya. Penguatan aspek halal juga
terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur kewajiban
sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Undang-
undang tersebut bertujuan memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, kepastian hukum,
serta jaminan ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Pada tingkat daerah, Kabupaten
Bulukumba juga memiliki regulasi yang mendukung penerapan nilai-nilai syariah, antara lain
melalui Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 6 Tahun 2003 mengenai
larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol. Regulasi tersebut dapat
menjadi pendukung dalam menciptakan lingkungan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Infrastruktur dan fasilitas penunjang merupakan bagian penting dalam pengembangan
pariwisata karena menentukan aksesibilitas, kenyamanan, dan pengalaman wisatawan.
Infrastruktur meliputi jalan, transportasi, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi, sedangkan
fasilitas penunjang mencakup tempat parkir, toilet, pusat informasi, tempat istirahat, restoran,
akomodasi, serta fasilitas ibadah. Dalam pariwisata syariah, fasilitas tersebut perlu dilengkapi
dengan kebutuhan khusus wisatawan Muslim, seperti makanan halal, tempat salat, tempat wudu,
dan akomodasi yang ramah Muslim. Pembangunan infrastruktur yang baik juga memberikan
manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan berkembangnya usaha
lokal. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas wisata perlu dilakukan secara terencana dengan
memperhatikan tata ruang, kelestarian lingkungan, serta karakter budaya masyarakat setempat agar
tidak hanya meningkatkan daya tarik destinasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan pariwisata.

Pantai Merpati di Kabupaten Bulukumba memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai
destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah karena berada di lingkungan masyarakat yang
memiliki nilai keagamaan dan budaya Islam yang kuat. Dari aspek kuliner, makanan yang
disediakan oleh pelaku UMKM setempat pada umumnya berbasis bahan halal, meskipun sertifikasi
halal masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kepastian kepada wisatawan. Dari aspek fasilitas
ibadah, masih diperlukan penyediaan musala, tempat wudu, serta fasilitas pendukung lainnya agar
wisatawan Muslim dapat menjalankan ibadah dengan mudah selama berada di kawasan pantai.
Pengelolaan ruang dan fasilitas juga perlu memperhatikan kenyamanan, privasi, serta kesopanan
pengunjung.

Selain fasilitas fisik, kesesuaian dengan prinsip syariah juga berkaitan dengan kebersihan,
perilaku pengunjung, pelayanan, dan pengelolaan lingkungan. Kebersihan pantai, pengelolaan
sampah, larangan konsumsi minuman beralkohol, serta penerapan etika berpakaian dan perilaku
yang sopan dapat mendukung terciptanya suasana wisata yang sesuai dengan nilai Islam.
Masyarakat dan pelaku wisata juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan wisatawan
Muslim dan prinsip pariwisata syariah. Dengan demikian, Pantai Merpati memiliki potensi untuk
dikembangkan sebagai destinasi wisata halal, tetapi penerapannya masih perlu diperkuat melalui
penyediaan fasilitas ibadah, sertifikasi halal, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
pengelolaan kebersihan, serta regulasi dan pengawasan yang jelas. Pengembangan tersebut perlu
dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha
agar prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten tanpa mengabaikan aspek kenyamanan,



Rumah Jurnal llmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 4 Tahun 2026 hal. 228-247 231

keberlanjutan, dan karakter budaya lokal.

Kabupaten Bulukumba memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal
karena didukung oleh kekayaan alam, budaya Islam yang kuat, serta masyarakat yang mayoritas
Muslim. Potensi tersebut terlihat dari keberadaan destinasi bahari seperti Pantai Bira dan Pantai
Merpati serta wisata budaya seperti Tana Beru. Pantai Merpati khususnya memiliki karakteristik
yang mendukung wisata keluarga karena suasananya relatif nyaman dan dapat dikembangkan
dengan penyediaan fasilitas seperti musala, ruang bilas yang memadai, makanan halal, dan
informasi terkait layanan ramah Muslim. Selain potensi alam, masyarakat lokal juga menjadi modal
sosial yang penting karena nilai kesopanan, kebersihan, keramahan, dan kehidupan keagamaan
dapat mendukung terciptanya suasana wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

Peluang pengembangan juga semakin terbuka dengan meningkatnya kebutuhan wisatawan
Muslim terhadap destinasi yang menyediakan makanan halal, fasilitas ibadah, lingkungan yang
bersih, dan pelayanan yang sesuai dengan nilai Islam. Perkembangan teknologi digital dapat
dimanfaatkan untuk mempromosikan Pantai Merpati melalui media sosial, peta digital, dan
platform wisata sehingga informasi mengenai fasilitas dan layanan halal dapat menjangkau
wisatawan secara lebih luas. Masyarakat, kelompok sadar wisata, pesantren, serta pelaku UMKM
dapat dilibatkan dalam pengembangan dan promosi destinasi melalui pendekatan community-based
tourism. Namun, pengembangan wisata halal masih menghadapi beberapa tantangan, seperti
keterbatasan fasilitas, belum meratanya sertifikasi halal, rendahnya literasi digital, keterbatasan
sumber daya manusia, serta belum kuatnya regulasi khusus mengenai pariwisata halal di tingkat
daerah. Pantai Merpati juga perlu menghadapi persaingan dengan destinasi lain yang telah memiliki
fasilitas dan citra wisata halal yang lebih berkembang. Oleh karena itu, pengembangan Pantai
Merpati perlu menonjolkan keunikan alam bahari, budaya Bugis-Islam, dan kearifan lokal sebagai
identitas destinasi, disertai peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas, promosi, dan tata kelola yang
konsisten.

Masyarakat dan UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan Pantai Merpati
sebagai destinasi wisata halal karena mereka merupakan pelaku sekaligus penerima manfaat utama
kegiatan pariwisata. Masyarakat lokal dapat berperan dalam menjaga kebersihan, keamanan,
kesopanan, serta menciptakan suasana wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu,
UMKM di sekitar Pantai Merpati, seperti pedagang makanan, penjual kerajinan, penyedia jasa
perahu, dan pengelola homestay, dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi
halal. Produk makanan lokal yang secara budaya telah menggunakan bahan halal perlu diperkuat
dengan sertifikasi halal resmi agar memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan
wisatawan, khususnya wisatawan Muslim dari luar daerah dan mancanegara.

Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan melalui pelatihan halal awareness, pendampingan
sertifikasi halal, peningkatan kemampuan digital, akses permodalan, serta pengembangan merek
yang sesuai dengan karakter wisata halal. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam pengelolaan
kebersihan dan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, sanitasi, serta pengawasan terhadap
aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai syariah. Pendekatan community-based tourism penting
diterapkan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi pelaku dan
penerima manfaat utama dari kegiatan wisata. Pemerintah daerah dapat mendukung melalui
pembentukan klaster UMKM halal, pendampingan usaha, promosi produk lokal, serta kerja sama
dengan lembaga terkait dalam proses sertifikasi halal.

Kuliner menjadi salah satu sektor penting karena makanan dan minuman merupakan
kebutuhan utama wisatawan. Potensi hasil laut dan kuliner khas Bulukumba dapat dikembangkan
sebagai daya tarik wisata halal dengan memastikan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, dan
penyajiannya sesuai prinsip halal. Penyediaan area kuliner yang bersih dan nyaman serta fasilitas
ibadah yang mudah dijangkau juga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan. Dengan
keterlibatan masyarakat dan UMKM secara aktif, pengembangan Pantai Merpati tidak hanya dapat
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memperkuat identitasnya sebagai destinasi wisata halal, tetapi juga menciptakan peluang usaha,
meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendukung keberlanjutan
ekonomi lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus yang
bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam
pengelolaan destinasi wisata Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba. Pendekatan ini dipilih karena
dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai kondisi, praktik, dan kebijakan yang
berkaitan dengan pengembangan wisata syariah berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Data
diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mengetahui
penerapan prinsip syariah dalam penyediaan fasilitas dan layanan, aktivitas wisata, kebersihan,
perilaku pengunjung, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan
Pantai Merpati.

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Merpati, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten
Bulukumba. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi
wisata yang sesuai dengan prinsip syariah serta melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan
pariwisata. Data penelitian diperoleh secara langsung dari pengelola destinasi, pelaku UMKM,
penyedia makanan dan minuman, masyarakat sekitar, serta wisatawan yang berkunjung. Penelitian
diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip syariah dalam penyediaan
makanan halal, fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, pengelolaan kawasan, perilaku
pengunjung, serta interaksi sosial yang berlangsung di kawasan Pantai Merpati.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, hadis, peraturan
perundang-undangan, serta fatwa yang berkaitan dengan prinsip syariah, pariwisata, dan jaminan
produk halal. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan, dan
berbagai literatur yang memberikan penjelasan mengenai pariwisata halal serta penerapan prinsip
syariah dalam pengelolaan destinasi wisata. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai
bahan pendukung untuk memahami istilah, konsep, dan terminologi yang berkaitan dengan hukum
dan pariwisata syariah, seperti kamus dan ensiklopedia. Selain bahan hukum tersebut, penelitian
ini juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, literatur, dan
sumber tertulis yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di kawasan Pantai Merpati untuk
mengetahui kondisi fisik dan aktivitas wisata, terutama yang berkaitan dengan fasilitas ibadah,
penyediaan makanan dan minuman, kebersihan lingkungan, tata kelola kawasan, perilaku
pengunjung, serta penerapan nilai-nilai syariah. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada
pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan wisata, seperti pengelola destinasi, pelaku
UMKM, masyarakat sekitar, dan wisatawan. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh
informasi mengenai pemahaman, pengalaman, dan praktik penerapan prinsip syariah dalam
kegiatan wisata. Selanjutnya, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan
wawancara melalui pengumpulan foto, dokumen resmi, papan informasi, regulasi, serta berbagai
dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata halal di Pantai
Merpati.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama atau human instrument
yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, melakukan analisis, serta
menafsirkan hasil penelitian. Peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data di
lapangan sehingga diperlukan pemahaman terhadap teori, prinsip syariah, serta kondisi sosial
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masyarakat di lokasi penelitian. Untuk membantu proses pengumpulan data agar lebih terarah,
peneliti menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan
dokumentasi. Penggunaan instrumen tersebut diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh
data yang sistematis dan mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Pantai
Merpati.

Pengolahan data dilakukan setelah seluruh data yang diperoleh melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi terkumpul. Data hasil wawancara ditranskripsikan, sedangkan hasil
observasi dicatat dan data dokumentasi dikumpulkan serta diklasifikasikan sesuai dengan fokus
penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan aspek yang berkaitan dengan penerapan
prinsip syariah, seperti ketersediaan fasilitas ibadah, kehalalan makanan dan minuman, pemahaman
pelaku usaha, kebersihan lingkungan, perilaku wisatawan, serta penerapan aturan dan kebijakan
yang berkaitan dengan wisata syariah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan
menafsirkan data berdasarkan teori, prinsip syariah, serta ketentuan hukum yang relevan. Proses
analisis dilakukan secara berkelanjutan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memusatkan perhatian pada informasi
yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengesampingkan data yang tidak berkaitan langsung
dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif
dan pengelompokan tematik sehingga hubungan antartemuan dapat dipahami secara jelas. Setelah
itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang diperoleh serta
menghubungkannya dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang menjadi dasar penelitian.

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh
dalam penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian
ini, keabsahan data dilakukan melalui pendekatan deskriptif, komparatif, dan deduktif. Pendekatan
deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta ketentuan
hukum yang berkaitan dengan pengelolaan wisata syariah. Pendekatan komparatif digunakan
dengan membandingkan temuan di Pantai Merpati dengan teori, hasil penelitian terdahulu, serta
praktik pengelolaan wisata syariah di daerah lain. Sementara itu, pendekatan deduktif digunakan
untuk menganalisis temuan lapangan berdasarkan prinsip syariah, fatwa MUI, dan peraturan
perundang-undangan yang relevan. Melalui ketiga pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan
mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai penerapan prinsip syariah dalam
pengelolaan Pantai Merpati serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan data dan landasan
hukum yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai analisis prinsip syariah terhadap kelayakan pariwisata halal
dilaksanakan di Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil observasi peneliti di
lokasi penelitian, Pantai Merpati merupakan salah satu kawasan wisata yang cukup populer dan
menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung ke
Kabupaten Bulukumba. Kawasan ini memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan berbagai
fasilitas pendukung, seperti area kuliner, ruang terbuka bagi pengunjung, serta berbagai aktivitas
wisata yang menarik perhatian masyarakat. Keberadaan Pantai Merpati tidak hanya berfungsi
sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat
sekitar. Banyak masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor pariwisata di
kawasan tersebut, seperti berdagang makanan dan minuman, menyediakan jasa permainan atau
hiburan, serta menjalankan berbagai usaha kecil lainnya yang melayani kebutuhan pengunjung.
Dengan demikian, keberadaan Pantai Merpati memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi
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masyarakat dan meningkatkan peluang pendapatan bagi masyarakat sekitar.

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pengembangan sektor
pariwisata di Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai dan
prinsip syariah. Konsep pariwisata halal menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk
memastikan bahwa aktivitas wisata tetap memperhatikan aspek kehalalan, kenyamanan,
kebersihan, keamanan, serta kepatuhan terhadap norma-norma Islam. Hal tersebut antara lain
berkaitan dengan ketersediaan fasilitas ibadah, penyediaan makanan dan minuman yang halal, serta
terciptanya lingkungan wisata yang mendukung penerapan nilai-nilai syariah.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana Pantai Merpati memenuhi Kriteria
kelayakan sebagai destinasi pariwisata halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Analisis ini
dilakukan dengan melihat kesesuaian fasilitas, aktivitas wisata, serta praktik usaha yang terdapat di
kawasan tersebut dengan prinsip syariah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi,
potensi, serta kendala dalam pengembangan wisata halal di Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak
yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informan penelitian meliputi pengelola kawasan Pantai
Merpati, pelaku usaha atau pedagang di sekitar kawasan wisata, pengunjung, pegawai Dinas
Pariwisata, serta aparat kelurahan yang mengetahui kondisi kawasan wisata. Keterlibatan berbagai
informan tersebut dimaksudkan agar kondisi dan praktik aktivitas pariwisata di Pantai Merpati
dapat dipahami secara lebih komprehensif. Melalui pengumpulan data dari berbagai sumber
tersebut, peneliti berupaya mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam
aktivitas pariwisata yang berlangsung di kawasan Pantai Merpati. Aspek yang diperhatikan
meliputi ketersediaan fasilitas ibadah, kehalalan makanan dan minuman yang dijual, kebersihan
dan tata kelola lingkungan wisata, kenyamanan pengunjung, serta bentuk aktivitas yang dilakukan
oleh pengunjung maupun pelaku usaha di kawasan tersebut.

A. Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Pariwisata di Pantai Merpati
Kabupaten Bulukumba

Pantai Merpati merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba yang
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata halal. Dalam konsep pariwisata
halal, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan,
seperti tersedianya fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, ketersediaan makanan dan minuman
halal, serta pelayanan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan fasilitas
tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan, khususnya wisatawan Muslim, dalam
menjalankan aktivitas wisata tanpa meninggalkan kewajiban agama. Selain itu, penerapan prinsip
syariah juga berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang bersih, tertib, dan aman bagi
pengunjung. Hal tersebut melibatkan peran pengelola wisata, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar
dalam menjaga suasana wisata agar tetap nyaman dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam
masyarakat.

Dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Merpati, penerapan prinsip syariah dapat dilihat
dari adanya upaya untuk menyediakan fasilitas yang memudahkan wisatawan Muslim dalam
menjalankan ibadah, seperti masjid atau musala yang berada di sekitar kawasan pantai. Selain itu,
kebersihan lingkungan menjadi bagian penting dalam mendukung konsep wisata halal. Pengelola
dan masyarakat sekitar berupaya menjaga kebersihan area pantai agar tetap nyaman bagi
pengunjung. Kebersihan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola, tetapi juga
membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha yang berada di sekitar kawasan wisata.

Keberadaan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, lingkungan yang bersih, serta
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suasana yang tertib menjadi faktor penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan. Konsep
pariwisata halal di Pantai Merpati juga dapat dilihat dari upaya menyediakan makanan dan
minuman yang layak dan halal, menjaga etika dalam berwisata, serta menciptakan lingkungan yang
aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu
aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan Pantai Merpati sebagai destinasi pariwisata
halal di Kabupaten Bulukumba.

Bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba, khususnya masyarakat yang berada di sekitar
kawasan Pantai Merpati, keberadaan destinasi wisata tersebut memberikan manfaat dalam
meningkatkan aktivitas ekonomi. Masyarakat memanfaatkan kawasan pantai sebagai tempat
menjalankan berbagai usaha kecil, seperti berjualan makanan dan minuman, menyediakan
perlengkapan wisata, serta memenuhi berbagai kebutuhan pengunjung. Kehadiran wisatawan
secara tidak langsung membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan
penghasilan. Oleh karena itu, pengembangan Pantai Merpati sebagai kawasan pariwisata tidak
hanya perlu memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga penerapan prinsip-prinsip syariah agar
kegiatan wisata dapat berjalan secara seimbang.

B. Kebiasaan Pengelola dan Pelaku Usaha dalam Menerapkan Prinsip Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola dan pelaku usaha di kawasan Pantai
Merpati telah melakukan beberapa upaya yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam
aktivitas pariwisata. Penerapan tersebut terlihat dari upaya menjaga kebersihan lingkungan,
menyediakan makanan dan minuman yang layak serta halal, dan menciptakan suasana yang tertib
dan nyaman bagi pengunjung, khususnya wisatawan Muslim. Upaya tersebut menjadi bagian dari
proses pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi wisata yang dapat memberikan
kenyamanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola wisata, yaitu Bapak Muhammad
Munir, S.Tr.Par., diketahui bahwa pengelolaan kawasan wisata perlu dilakukan secara terencana
dan berkelanjutan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung serta mendukung pertumbuhan
ekonomi masyarakat sekitar. Beliau menjelaskan bahwa penataan kawasan wisata menjadi salah
satu aspek penting dalam mendukung kualitas destinasi wisata. Upaya yang dilakukan meliputi
penyediaan fasilitas umum yang memadai, pemeliharaan kebersihan lingkungan, serta pengaturan
aktivitas pedagang di sekitar kawasan pantai. Menurut beliau, langkah tersebut dapat menciptakan
suasana wisata yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi pengunjung.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Munir, S.Tr.Par.:

“Dalam pengelolaan kawasan Pantai Merpati, tugas utama kami adalah memastikan
kenyamanan pengunjung. ltu yang paling kami prioritaskan. Karena kalau pengunjung merasa
nyaman, insyaallah mereka akan senang datang kembali dan kawasan wisata ini terus ramai.
Sebagai pengelola, kami bertanggung jawab penuh terhadap kondisi fisik kawasan, mulai dari
memastikan tempat wisata dalam kondisi bagus, fasilitas layak pakai, hingga kebersihan pantai
yang harus selalu terjaga setiap harinya.””°

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengelola menempatkan
kenyamanan dan kebersihan sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan Pantai Merpati.
Pengelola juga berupaya memastikan fasilitas yang tersedia dapat digunakan dengan baik serta
kondisi lingkungan pantai tetap terjaga. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip syariah
yang menekankan pentingnya kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Merpati memiliki potensi untuk
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dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan
wawancara dengan pengelola, masyarakat sekitar, pengunjung, dan pelaku usaha, diketahui bahwa
sebagian aktivitas pariwisata telah berupaya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keislaman yang
dianut oleh masyarakat setempat. Hal tersebut terlihat dari upaya menyediakan makanan yang halal,
keberadaan fasilitas ibadah di sekitar kawasan wisata, serta upaya menjaga kebersihan, norma
kesopanan, dan ketertiban di kawasan wisata.

Meskipun Pantai Merpati belum secara resmi ditetapkan sebagai destinasi pariwisata halal,
beberapa aspek pengelolaannya telah menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip yang
mendukung konsep wisata halal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi pengembangan
lebih lanjut melalui peningkatan fasilitas, pembinaan pelaku usaha, serta pengawasan terhadap
aktivitas wisata.

7 Muhammad Munir, Pengelola Wisata, Wawancara Langsung, 19 Februari 2026.
C. Tujuan Pengembangan Pariwisata Halal

Pengembangan pariwisata halal pada suatu destinasi bertujuan menyediakan layanan dan
fasilitas wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep pariwisata halal tidak
hanya berfokus pada keindahan destinasi, tetapi juga memperhatikan kehalalan makanan dan
minuman, ketersediaan fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, serta terciptanya suasana wisata
yang mendukung nilai-nilai Islam. Dengan penerapan prinsip tersebut, wisatawan Muslim dapat
melakukan aktivitas wisata dengan tetap menjalankan kewajiban agama dan menjaga norma-norma
Islam.

Selain memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, penerapan prinsip syariah dalam
pengembangan pariwisata halal juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar
destinasi wisata. Aktivitas pariwisata dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal melalui
penjualan makanan dan minuman, produk UMKM, jasa penyewaan perlengkapan wisata, maupun
berbagai bentuk usaha lainnya. Dengan demikian, pengembangan pariwisata halal tidak hanya
berkaitan dengan penyediaan destinasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berkaitan
dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu pengunjung, yaitu lbu
Herlina, yang menyampaikan:

“Saya sering berkunjung ke Pantai Merpati karena suasananya yang menyenangkan dan
cocok sekali untuk menjadi tempat liburan bersama keluarga.””!

Beliau juga menambahkan:

“Saya sudah berapa kali ke sini, karena tempatnya menarik untuk saya kunjungi dan
pemandangannya sangat cantik saat di sore hari dan Pantai Merpati juga tidak terlalu jauh dari
rumah.””?

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa daya tarik Pantai Merpati tidak
hanya berasal dari kondisi alamnya, tetapi juga dari suasana yang dianggap nyaman untuk kegiatan
rekreasi bersama keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan, aksesibilitas, dan kondisi
lingkungan menjadi pertimbangan bagi pengunjung dalam memilih destinasi wisata.

Hasil wawancara dengan pengunjung juga menunjukkan bahwa Pantai Merpati memiliki
potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata halal. Para pengunjung pada umumnya
datang untuk berlibur bersama keluarga, menikmati pemandangan alam, dan mengisi waktu luang.
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Namun demikian, masih diperlukan peningkatan fasilitas yang mendukung penerapan prinsip
syariah, terutama berkaitan dengan fasilitas ibadah, kebersihan tempat ibadah dan tempat wudu,
serta jaminan kehalalan makanan dan minuman yang dijual di sekitar kawasan wisata.

"' Herlina, Pengunjung, Wawancara Langsung, 21 Februari 2026.
72 Herlina, Pengunjung, Wawancara Langsung, 21 Februari 2026.
D. Kesesuaian Fasilitas Wisata dengan Prinsip Syariah

Kesesuaian fasilitas wisata dengan prinsip syariah merupakan salah satu aspek yang perlu
diperhatikan dalam menilai kelayakan suatu destinasi sebagai kawasan pariwisata halal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengunjung Pantai Merpati, diketahui bahwa
sebagian fasilitas yang tersedia telah mendukung kenyamanan pengunjung, seperti area bersantai,
tempat duduk, ruang terbuka, dan lingkungan pantai yang relatif bersih dan tertata. Kondisi tersebut
menjadi salah satu faktor yang membuat pengunjung merasa nyaman untuk berwisata bersama
keluarga.

Namun demikian, masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan agar lebih
mendukung kebutuhan wisatawan Muslim. Beberapa informan menilai bahwa kebersihan dan
kelayakan tempat ibadah serta tempat wudu perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, jaminan
kehalalan makanan dan minuman yang dijual di sekitar kawasan wisata juga perlu diperhatikan.
Pengelolaan lingkungan yang menjaga kesopanan, kebersihan, dan ketertiban juga menjadi bagian
penting dalam mendukung pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi wisata yang
menerapkan prinsip syariah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muhammad Munir, S.Tr.Par., selaku pengelola wisata:

“Warga yang tinggal di sekitar kawasan wisata ini juga ikut terlibat dalam menjaga
kebersihan kawasan, karena kita semua di sini paham kalau kebersihan itu sangat berpengaruh
terhadap kenyamanan pengunjung. Jadi, masyarakat sekitar selalu diingatkan untuk sama-sama
menjaga lingkungan, supaya orang yang datang berwisata merasa nyaman dan tidak terganggu
selama berada di lokasi wisata. Intinya, kebersihan dan kenyamanan ini bukan hanya tanggung
jawab pengelola, tapi juga tanggung jawab bersama masyarakat yang ada di sekitar Pantai
Merpati.””

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan kawasan Pantai Merpati
melibatkan pengelola dan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena
kawasan wisata merupakan ruang yang digunakan secara bersama oleh pengunjung, pelaku usaha,
dan masyarakat setempat. Dalam perspektif prinsip syariah, upaya menjaga kebersihan dan
memberikan kenyamanan kepada orang lain merupakan bagian yang mendukung terciptanya
lingkungan wisata yang baik.

73 Muhammad Munir, Wawancara Langsung, 19 Februari 2026.

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Ibu Andi Aida Nur selaku pegawai Dinas
Pariwisata yang menyampaikan:

“Sebagai pegawai Dinas Pariwisata, kami melihat bahwa pengelolaan kawasan Pantai
Merpati perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Salah satu hal yang selalu menjadi
perhatian adalah kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata, karena hal tersebut sangat
memengaruhi minat kunjungan wisatawan. Kami juga terus berkoordinasi dengan masyarakat
sekitar dan para pedagang agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, menata area jualan
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dengan baik, serta menjaga ketertiban di kawasan wisata. Menurut saya, keberhasilan suatu
destinasi wisata tidak hanya bergantung pada pemerintah atau pengelola, tetapi juga pada
keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam menjaga dan mendukung perkembangan pariwisata
daerah.””*

Sementara itu, Ibu Miftahul Jannah selaku pegawai Dinas Pariwisata juga menambahkan:

“Menurut saya, pengelolaan kawasan Pantai Merpati perlu terus diperhatikan, terutama
dalam hal kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban kawasan wisata. Pengunjung yang datang tentu
ingin menikmati suasana pantai yang bersih dan nyaman, sehingga hal tersebut menjadi salah satu
hal yang harus selalu dijaga. Para pedagang yang berjualan di sekitar kawasan wisata juga perlu
diberikan arahan agar tetap menjaga kebersihan tempat jualannya serta menyediakan makanan dan
minuman yang layak konsumsi.””®

7 Andi Aida Nur, Pegawai Dinas Pariwisata, Wawancara Langsung, 2 Maret 2026.
75 Miftahul Jannah, Pegawai Dinas Pariwisata, Wawancara Langsung, 2 Maret 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kebersihan, kenyamanan,
dan ketertiban merupakan aspek yang mendapatkan perhatian dalam pengelolaan Pantai Merpati.
Pihak pengelola dan pemerintah daerah berupaya melibatkan masyarakat dan pedagang dalam
menjaga kondisi kawasan wisata. Upaya tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip syariah,
terutama dalam hal menjaga kebersihan, memberikan kenyamanan kepada pengunjung, serta
menciptakan lingkungan wisata yang tertib.

Dengan demikian, pengelolaan fasilitas di Pantai Merpati menunjukkan adanya upaya
untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan kepada pengunjung. Meskipun
demikian, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas yang secara khusus mendukung
kebutuhan wisatawan Muslim agar penerapan prinsip syariah dapat berjalan lebih optimal.

E. Peran Pelaku Usaha di Kawasan Wisata Pantai Merpati

Pelaku usaha yang berada di kawasan wisata Pantai Merpati memiliki peran penting dalam
mendukung aktivitas pariwisata dan memenuhi kebutuhan pengunjung. Berdasarkan hasil
wawancara, sebagian besar pelaku usaha menjalankan kegiatan berupa penjualan makanan dan
minuman, makanan ringan, serta berbagai kebutuhan pengunjung selama berada di lokasi wisata.
Keberadaan pelaku usaha tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan wisatawan, tetapi
juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Aktivitas usaha masyarakat sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung yang datang ke
Pantai Merpati. Pada hari libur dan akhir pekan, ketika jumlah pengunjung meningkat, pendapatan
pelaku usaha juga cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika jumlah pengunjung berkurang,
pendapatan pedagang turut mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya
hubungan antara aktivitas pariwisata dan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.

Salah satu pelaku usaha, yaitu Bapak Rudi jumlah pengunjung yang datang lebih banyak,
jadi pendapatan juga ikut meningkat. Karena itu, saya selalu berusaha menyediakan makanan dan
minuman yang layak untuk pengunjung, supaya mereka merasa nyaman membeli di tempat saya.
Yangansyah, menyampaikan:

“Saya sudah cukup lama berjualan di kawasan ini, dan alhamdulillah jualan ini sangat
membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi kalau hari libur, biasanya
jumlah pengunjung yang datang lebih banyak, jadi pendapatan juga ikut meningkat. Karena itu,
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saya selalu berusaha menyediakan makanan dan minuman yang layak untuk pengunjung, supaya
mereka merasa nyaman membeli di tempat saya. Yang paling penting juga adalah menjaga
kebersihan di lokasi jualan, karena kalau tempatnya bersih, pengunjung pasti lebih senang dan
nyaman.”’®

Bapak Rudiansyah juga menambahkan:

“Selain itu, saya juga sangat memperhatikan kebersihan tempat jualan, mulai dari meja,
kursi, sampai area sekitar, karena pengunjung pasti lebih nyaman kalau tempatnya bersih dan rapi.
Menurut saya, kebersihan itu penting sekali supaya orang yang datang merasa senang dan mau
kembali berkunjung ke Pantai Merpati.””’

76 Rudiansyah, Pelaku Usaha, Wawancara Langsung, 21 Februari 2026.
7 Rudiansyah, Pelaku Usaha, Wawancara Langsung, 21 Februari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan pelaku usaha di
kawasan Pantai Merpati memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Para
pelaku usaha memanfaatkan aktivitas wisata sebagai peluang untuk menjalankan usaha kecil,
terutama melalui penjualan makanan, minuman, dan kebutuhan pengunjung. Selain itu, pelaku
usaha juga menunjukkan upaya untuk menjaga kebersihan tempat usaha dan menyediakan makanan
serta minuman yang layak dikonsumsi.

Dalam kaitannya dengan prinsip syariah, aktivitas pelaku usaha perlu diarahkan agar tidak
hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kehalalan produk, kebersihan,
kejujuran dalam transaksi, serta kenyamanan konsumen. Oleh karena itu, pembinaan dan
pengawasan dari pengelola maupun pemerintah daerah tetap diperlukan agar pelaku usaha memiliki
pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan pariwisata.

F. Kendala dalam Penerapan Prinsip Syariah pada Pengelolaan Wisata Pantai Merpati

Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Pantai Merpati masih menghadapi beberapa
kendala. Berdasarkan hasil penelitian, kendala tersebut berkaitan dengan keterbatasan fasilitas
pendukung bagi wisatawan Muslim, pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai konsep
pariwisata halal yang masih perlu ditingkatkan, serta pengawasan terhadap aktivitas yang
berlangsung di kawasan wisata. Kondisi tersebut dapat memengaruhi upaya pengembangan Pantai
Merpati sebagai destinasi pariwisata halal.

Keterbatasan fasilitas, khususnya fasilitas ibadah dan fasilitas pendukung lainnya, menjadi
salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, jaminan terhadap kehalalan makanan dan
minuman yang dijual juga perlu diperkuat. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan jenis
makanan yang dijual, tetapi juga proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya. Dengan
demikian, penerapan prinsip halal dalam kegiatan usaha memerlukan pemahaman yang lebih
menyeluruh dari para pelaku usaha.

Dalam perspektif pariwisata halal, penerapan prinsip syariah bertujuan menciptakan
lingkungan wisata yang aman, nyaman, bersih, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip tersebut
mencakup penyediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, serta
pelayanan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, berbagai kendala
yang masih ditemukan perlu menjadi perhatian dalam proses pengembangan Pantai Merpati.

Hasil wawancara dengan Ibu Nuraeni selaku pegawai Kelurahan Terang-Terang yang
kantor kelurahannya berada di sekitar kawasan Pantai Merpati menunjukkan bahwa penerapan
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prinsip syariah secara umum telah diupayakan, khususnya dalam hal kebersihan dan ketertiban.
Beliau menyampaikan:

“Kalau untuk penerapan prinsip syariah di kawasan Pantai Merpati, secara umum sudah
cukup baik, terutama dalam hal menjaga kebersihan, ketertiban, dan mengarahkan pedagang untuk
menjual makanan yang halal. Namun, masih ada beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan.
Salah satunya adalah masih adanya sebagian pengunjung yang belum sepenuhnya memahami
pentingnya menjaga perilaku. Apalagi kantor ini dekat dengan Pantai Merpati, jadi kalau jam
istirahat kita selalu menyempatkan ke kawasan Pantai Merpati untuk membeli jajanan dan kita
masih sering menemukan pengunjung yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Hal ini tentu
berdampak pada kenyamanan pengunjung lain dan juga dapat mengurangi citra Pantai Merpati
sebagai kawasan wisata yang menerapkan prinsip syariah.”®

78 Nuraeni, Pegawai Kelurahan, Wawancara Langsung, 4 Maret 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya bergantung
pada pengelola dan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari para pengunjung.
Kebersihan lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang masih perlu mendapatkan
perhatian karena perilaku sebagian pengunjung yang tidak membuang sampah pada tempatnya
dapat mengurangi kenyamanan kawasan wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama melalui
penyediaan tempat sampah yang memadai, pemberian informasi kepada pengunjung, serta
pengawasan dan sosialisasi secara berkelanjutan.

Selain persoalan kebersihan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat
kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas yang secara khusus mendukung wisatawan Muslim.
Ketersediaan tempat ibadah, tempat wudu, serta fasilitas pendukung yang bersih dan layak menjadi
bagian penting dalam pengembangan wisata halal. Demikian pula dengan pemahaman pelaku usaha
mengenai konsep pariwisata halal yang perlu ditingkatkan agar penerapan prinsip syariah tidak
hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan, tetapi juga berdasarkan pemahaman yang lebih baik
terhadap ketentuan halal dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Pantai Merpati telah
menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep pariwisata halal.
Upaya tersebut terlihat dari perhatian terhadap kebersihan, kenyamanan, ketertiban, penyediaan
makanan yang layak dan halal, serta keberadaan fasilitas ibadah di sekitar kawasan wisata. Selain
itu, masyarakat dan pelaku usaha turut berperan dalam mendukung aktivitas pariwisata dan
memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan Pantai Merpati.

Namun, penerapan prinsip syariah tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih
terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Keterbatasan fasilitas pendukung, perlunya
peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep pariwisata halal, serta masih
ditemukannya pengunjung yang kurang memperhatikan kebersihan dan ketertiban menjadi bagian
yang perlu mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Pantai
Merpati sebagai destinasi pariwisata halal memerlukan proses yang berkelanjutan.

Dengan adanya kerja sama antara pengelola, pelaku usaha, masyarakat sekitar, pemerintah
daerah, dan pengunjung, berbagai kendala tersebut dapat ditangani secara bertahap. Peningkatan
fasilitas ibadah dan fasilitas pendukung, pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai prinsip halal,
penguatan pengawasan, serta sosialisasi kepada pengunjung mengenai kebersihan dan etika
berwisata dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan kawasan. Dengan demikian, Pantai
Merpati memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang tidak hanya memiliki
daya tarik alam dan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan
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kenyamanan bagi wisatawan Muslim melalui penerapan prinsip-prinsip syariah.

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh mengenai analisis prinsip syariah terhadap
kelayakan pariwisata halal pada Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa
Pantai Merpati memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata halal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, karyawan, pelaku usaha, serta pengunjung,
diketahui bahwa pengelolaan kawasan wisata telah menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip-
prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya pengelola dalam menjaga kebersihan
lingkungan wisata, menyediakan fasilitas umum bagi pengunjung, menciptakan suasana yang
relatif tertib dan nyaman, serta adanya pelaku usaha yang berupaya menyediakan makanan dan
minuman yang layak dan halal untuk dikonsumsi. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang
mendukung pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan
Muslim. Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan wisata juga dapat memberikan manfaat
dalam menciptakan lingkungan wisata yang nyaman sekaligus mendukung pengembangan sektor
pariwisata yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Pantai Merpati juga memberikan dampak
terhadap kenyamanan pengunjung serta kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Keberadaan
kawasan wisata memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan
usaha, seperti menjual makanan, minuman, makanan ringan, serta berbagai kebutuhan wisatawan
lainnya. Aktivitas tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar dan
memberikan peluang untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Meskipun demikian, hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah di Pantai Merpati masih menghadapi
beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan fasilitas pendukung yang memadai,
terutama fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan Muslim, masih perlunya
peningkatan pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai konsep pariwisata halal, serta masih
terdapat sebagian pengunjung yang kurang memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan dan
ketertiban lingkungan wisata.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pantai Merpati dapat dikatakan memiliki potensi untuk
dikembangkan sebagai destinasi pariwisata halal, tetapi penerapannya masih memerlukan
pengembangan dan penyempurnaan pada beberapa aspek. Peningkatan fasilitas, pembinaan
terhadap pelaku usaha, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan
pengunjung merupakan bagian yang perlu diperhatikan agar penerapan prinsip-prinsip syariah
dapat berjalan secara lebih optimal. Dengan adanya kerja sama antara pengelola wisata,
masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, Pantai Merpati memiliki peluang untuk
dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menarik dari sisi keindahan alam, tetapi
juga mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim dan memberikan manfaat ekonomi
bagi masyarakat sekitar.

SARAN

Bertolak dari hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, pengelola wisata Pantai
Merpati diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan wisata, terutama dalam
menyediakan fasilitas yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan tersebut
dapat dilakukan melalui penyediaan dan pemeliharaan tempat ibadah yang memadai, peningkatan
fasilitas kebersihan, penyediaan tempat sampah yang cukup, serta pengawasan terhadap aktivitas
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yang berlangsung di kawasan wisata agar tetap menjaga kesopanan, ketertiban, keamanan, dan
kenyamanan pengunjung. Pengelola juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan
pemerintah daerah dalam mengembangkan konsep pariwisata halal melalui penyediaan sarana dan
prasarana yang lebih baik serta pembinaan secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha yang
berada di sekitar kawasan Pantai Merpati.

Masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan Pantai Merpati diharapkan dapat berperan
aktif dalam mendukung pengembangan pariwisata halal dengan menjaga kebersihan dan
kelestarian lingkungan wisata serta memberikan pelayanan yang baik kepada para pengunjung.
Pelaku usaha juga diharapkan memperhatikan kualitas dan kebersihan makanan dan minuman yang
dijual serta memastikan bahan dan proses pengolahannya sesuai dengan ketentuan kehalalan. Selain
itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kawasan wisata
perlu terus ditingkatkan karena keberhasilan pengembangan pariwisata halal tidak hanya
bergantung pada pengelola, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Bagi pemerintah daerah, khususnya pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang
pariwisata, diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan Pantai Merpati
melalui peningkatan fasilitas, pembinaan, sosialisasi, serta pengawasan terhadap penerapan prinsip-
prinsip pariwisata halal. Dukungan tersebut penting agar pengelola dan pelaku usaha memiliki
pemahaman yang lebih baik mengenai konsep pariwisata halal serta mampu menerapkannya dalam
kegiatan wisata dan usaha yang dijalankan. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah,
pengembangan Pantai Merpati sebagai destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah dapat
dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam
mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan destinasi pariwisata, khususnya
mengenai standar pariwisata halal, tingkat pemahaman pelaku usaha dan masyarakat, ketersediaan
fasilitas pendukung wisatawan Muslim, serta dampak pengembangan pariwisata halal terhadap
perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan wilayah
penelitian dan menggunakan pendekatan maupun metode penelitian yang lebih beragam sehingga
dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengembangan pariwisata halal
di berbagai daerah wisata.
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